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ABSTRAK 

Kata Kunci : Illegal Loging, Dinas Kehutanan, Undang-undang. 

Praktek illegal logging ini pada umumnya dilakukan oleh oknum-oknum yang sebenarnya 

memiliki izin resmi dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penebangan terhadap hutan, seperti 

halnya pemegang izin konsesi Hak Pengusahaan Hutan. Namun, bila dirinci lagi, pelaku illegal 

logging ini sebenarnya merupakan satu kelompok yang terorganisir. Maksudnya adalah, pelaku 

yang terlibat dalam praktek illegal logging ini tidak hanya pemegang izin penebangan hutan 

tersebut, termasuk juga buruh penebang kayu, pemilik modal, pembeli, penjual, maupun baking 

aparat pemerintahan dan TNI/POLRI dan oknum tokoh masyarakat. Pengelolaan hutan dilakukan 

berdasarkan wilayah kesatuan pengelolaan hutan, yaitu wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi 

pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Kesatuan pengelolaan 

hutan meliputi kesatuan pengelolaan hutan konservasi, kesatuan pengelolaan hutan lindung, dan 

kesatuan pengelolaan hutan.  

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah 

dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yaitu: Bagaimanakah pengaturan hukum 

tentang tindak pidana illegal logging? Bagaimana kedudukan Dinas Kehutanan dalam 

penanggulangan tindak pidana illegal logging? 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini adalah 

Normatif. Dalam Penelitian hukum normatif menggunakan juga prosedur penelitian ilmiah untuk 

menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan 

yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan displin ilmiah dan cara-cara kerja 

ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri. 

Undang-Undang Kehutanan Nomor 18 Tahun 2013 terdiri atas bab 12 dan 114 pasal. hal-hal 

yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Wewenang dinas kehutanan 

Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti aturan-atuaran yang dikeluarkan oleh dinas kehutanan 

provinsi Kalimantan Selatan seperti halnya yang sudah dimasukkan dalam Peraturan Gubernur 

Kalimantan Selatan Nomor 022 Tahun 2017 Tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Dan Uraian Tugas 

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. 
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Keywords: Illegal Logging, Forestry Service, Constitution. 

This illegal logging practice is generally carried out by individuals who actually have an 

official permit from the Indonesian government to cut forests, such as forest concession holders 

(HPH). However, if it is detailed again, the perpetrators of illegal logging are actually an 

organized group. The point is, the perpetrators involved in the practice of illegal logging are not 

only the holders of the logging permits, but also loggers, capital owners, buyers, sellers, as well as 

government officials and TNI/POLRI and community leaders. Forest management is carried out 

based on the forest management unit area, namely the forest management area according to its 

main function and designation, which can be managed efficiently and sustainably.  

In accordance with the description of the background above, the author proposes the 

formulation of the problem in this study expressed in the form of questions, namely: How are the 
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